PENETAPAN KINERJA TAHUN 2005

INSPEKTORAT JENDERAL 

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

	No
	Agenda Kebijakan *)
	Program Utama *)
	Sasaran *)
	Indikator Kinerja Output **)
	Indikator Kinerja Outcome **)
	Anggaran **)
 (ribu Rp.)

	
	
	
	
	Uraian
	Target
	Uraian
	Target
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1.
	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung Otonomi Daerah dan penerapan prinsip-prinsip good governance untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan  demokratis


	1. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance

a. Menyempurnakan pedoman audit teknis/ konstruksi
	1.Terwujudnya pening katan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan infrastruktur bidang PU yang bebas KKN
	1.1.Jumlah diseminasi perundangundangan bidang pengawasan yang dilaksanakan


	3 prov/105 org


	1.l. Meningkatnya pemahaman mengenai perUUan bidang pengawasan


	105 org


	249.601



	
	
	
	
	1.2.Jumlah bimbingan teknis pelaksanaan pengawasan pem  bangunan   
	5 prov/175 org
	1.2.Meningkatnya pemahaman di bidang pengawasan pembangunan
	175 org
	237.329



	
	
	
	2.Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel
	2.Jumlah pedoman audit konstruksi bidang PU termasuk analisis manfaat yang telah disempurnakan


	3 pedoman


	2. Terlaksananya ujicoba audit konstruksi bi dang PU termasuk analisis manfaat


	6 SK/SKS
	195.000

	
	
	b. Menyelenggarakan diklat fungsional auditor
	3.Meningkatnya integritas dalam pelaksanaan tugas
	3.Jumlah auditor yang bersertifikat menurut jenjangnya  
	64 org


	3.Meningkatnya kompetensi/peran auditor
	64 orang
	
256.785



	
	
	c. Melaksanakan   penilaian kinerja auditor 


	4.Terwujudnya peningkatan kualitas pemeriksaan dan pengawasan
	4.Jumlah auditor yang di nilai kinerjanya
	63 org
	4.Meningkatnya kinerja auditor


	63 orang


	

	
	
	d. Melaksanakan     apresiasi dan evaluasi good governance Departemen PU 


	5.Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Departemen PU
	5.1.Jumlah pelaksanaan apresiasi


	5 Prov/200 org


	5.1.Meningkatnya  pemahaman mengenai good governance


	200 org
	
279.625



	
	
	
	
	5.2.Jumlah pejabat es. II yang dievaluasi
	48 org pejabat Es.II
	5.2.Meningkatnya penerapan good gover nance
	8 satminkal
	

	
	
	
	
	5.3.Pedoman evaluasi LAKIP
	1 pedoman


	5.3.Terlaksananya evaluasi LAKIP
	8 satminkal


	132.700 *)



	
	
	
	
	5.4.Dapat diaksesnya data base hasil pengawasan melalui intranet
	1 pkt


	5.4.Kemudahan memperoleh informasi hasil pengawasan 
	6 ter minal


	144.725



	
	
	2. Meningkatkan lingkup dan cakupan tugas serta mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan bidang ke PU an

a. Koordinasi pengawasan


	6.Terwujudnya peningkatan pelaksanaan koordinasi antar APFP menuju tatanan penga wasan yang efektif dan efisien, serta pemberdayaan pengawasan masyarakat
	6.1.Jumlah pelaksanaan korwas dan penyelesaian TL hasil pengawasan


	6 kali


	6.1.Berkurangnya sisa te muan


	60%

dari sisa temuan tahun lalu


	398.787



	2.
	Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan mendorong indus tri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera
	Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan bidang PU yang bebas KKN

a. Melakukan   pengawasan fungsional dan pemeriksaan khusus


	Terwujudnya peningkatan efisiensi, efektivi tas, dan akuntabilitas dalam penyelenggara an bidang PU yang bebas KKN


	1.a.Jumlah SK/SKS yang diperiksa melalui pemtak (pengadaan barang/jasa) dan pe laksanaan PKPT


	628 SK/SKS


	1.a.Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil peme riksaan (LHP) dan sisdalmen
	70%


	2.392.223



	
	
	
	
	1.b.Jumlah pelaksanaan pemeriksaan 

EIRTP-1
	15prov


	1.b.Terpenuhinya kualitas konstruksi sesuai spesifikasi teknis 
	15 prov
	385.628



	
	
	
	
	1.c.Jumlah pelaksanaan pengujian mutu konstruksi 
	150 sampel
	1.c.Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan 
	150 sampel/

8SK/SKS
	189.268



	
	
	
	
	1.d.Jumlah LAKIP yang dievaluasi 


	8 satminkal


	1.d.Meningkatnya kualitas  evaluasi LAKIP
	8 satminkal


	*)

	
	
	
	
	1.e.Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	100%

	1.e.Meningkatnya akuntabilitas publik
	100%


	818.568




Jakarta, 15 Agustus 2005

Inspektur Jenderal

Wibisono Setio Wibowo

NIP 110015106

















































































































































































































































*) RENSTRA DEP. PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005 – 2009


**)  DIPA TAHUN 2005
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